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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penyitaan Barang 

Akibat Hutang Piutang yang Tidak Dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan 

tentang bagaimana praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak 

dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap penyitaan barang akibat hutang piutang yang 

tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Desa 

Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, interview dan dokumentasi. 

Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif analisis, yakni menentukan data tentang penyitaan barang 

akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di Desa Beran Kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi yang disertai dengan analisis untuk diambil kesimpulan. 

Praktek penyitaan barang akibat hutang piutang yang tidak dituliskan di 

Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sah menurut hukum Islam. 

Karena pihak muqtarid} telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang telah 

disepakati. Yaitu dengan melakukan penundaan pembayaran hutang dimana 

muqtarid} sudah mampu untuk membayar. Padahal muqrid} sudah memberikan 

kelonggaran dan tambahan waktu untuk membayar hutang tersebut. Sehingga 

muqrid} melakukan tindakan penyitaan barang sebagai jaminan teguran supaya 

muqtarid} segera melunasi hutangnya. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada 

muqrid} dan muqtarid}, ketika melakukan akad hutang piutang baik dalam jumlah 

sedikit maupun banyak, sebaiknya dilakukan secara tertulis dan sebisa mungkin 

menghadirkan minimal dua orang saksi. Supaya tidak ada kesalah pahaman dan 

kerugian dari salah satu pihak saat sudah jatuh tempo pembayaran hutang. 

Selanjutnya bagi peneliti-peniliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena hal ini juga 

merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya 

dalam masalah-masalah seputar hukum Islam. 


